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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 .     Latar Belakang Masalah 

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik 

dibidang akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu aspek 

yang berhubungan dengan muamalah adalah tentang kepemilikan. 

Kepemilikan dalam Islam merupakan masalah yang penting. 

Kepemilikan dalam Islam berlaku bagi zat dan manfaat dari suatu 

benda.  

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta 

yang ditetapkan dan diakui oleh syara’. Karena adanya hubungan 

tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap 

harta yang dimilikinya. Selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya 

secara syar’i (Muslich, 2015:69).  

Secara bahasa kepemilikan bermakna pemilikan manusia 

terhadap suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara 

bebas terhadapnya. Menurut istilah fiqih kepemilikan adalah 

keistimewaan terhadap suatu benda yang menghalangi pihak lain 

bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi 

secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara’. Menurut 

TM Hasbi ash- Shiddieqy milik yaitu kekhususan seseorang terhadap 

suatu yang menghalangi orang lain terhadapnya dan memungkinkan 

pemiliknya melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut 

kecuali ada larangan syara’ (Shiddieqy, 1997:11).  

Jadi apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah 

menurut syara’ maka dia bebas bertindak hukum terhadap harta 

benda miliknya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya 
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kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara’. Sedangkan 

orang lain tidak boleh ikut campur terhadap harta yang dimilikinya 

tersebut, kecuali atas izin si pemilik harta.  

Para ulama fiqh menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan 

harta yang disyariatkan Islam yaitu :  

(1) Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki oleh 

seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam 

disebut harta yang mubah. Contohnya : Bebatuan di sungai 

yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum. Apabila 

seseorang mangambil batu dan pasir dari sungai itu dan 

membawanya ke rumah maka batu dan pasir itu menjadi 

miliknya dan orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir 

yang telah dikuasainya itu. Cara kepemilikan harta ini disebut 

juga dengan istilah ihraz al-mubahat yaitu memiliki sesuatu 

yang boleh dimiliki. 

(2) Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau 

suatu lembaga hukum. Seperti jual beli, hibah dan wakaf. Cara 

pemilikan harta ini disebut juga dengan istilah al’uqud (‘aqaad), 

yakni transaksi. 

(3) Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta 

warisan dari ahli warisnya yang wafat. Cara pemilikan harta ini 

disebut juga dengan istilah al-khalafiyah (pewarisan). 

(4) Hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki oleh seseorang. 

Seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan bulu 

domba seseorang, atau melalui suatu usaha pemiliknya, seperti 

hasil usahanya sebagai pekerja, atau keuntungan dagang yang 

diperoleh oleh seorang pedagang. Cara pemilikan harta ini 

disebut  dengan istilah al-tawallud min al-mamluk 

(berkembang biak) (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq, 2012:48-49). 
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Penjelasan di atas merupakan penyebab pemilikan terhadap 

suatu harta atau benda. Bila seseorang telah memiliki suatu benda 

melalui salah satu cara seperti yang diuraikan di atas maka si pemilik 

benda bebas bertindak hukum atas benda tersebut. Orang lain tidak 

boleh ikut campur atau memanfaatkan benda tersebut tanpa izin si 

pemilik benda. 

Mengenai hak milik juga diatur di dalam KUH Perdata pasal 

570 yang berbunyi “hak milik adalah hak untuk menikmati suatu 

barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu 

secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang 

undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang 

berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, 

kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi 

kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, 

berdasarkan ketentuan ketentuan perundang undangan” (Soimin, 

2012:168). Selanjutnya dalam pasal 20 UUPA juga dijelaskan tentang 

kepemilikan yaitu : hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan 

terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah (Mulyadi, 

2007:29). Rumusan undang-undang ini menjelaskan bahwa hak milik 

itu diatur oleh Undang-undang. Apabila ada yang mengatakan 

mempunyai hak terhadap hak milik orang lain maka ia harus 

membuktikan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. 

Hak milik diatur dalam Al-Qur’an yaitu terdapat dalam Surah 

Taaha ayat 6 : 

                    

     
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Artinya : 

Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, 
semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah 
(Depag, 2004:312). 

Berdasarkan pemahaman dari ayat di atas bahwasanya semua 

yang ada di langit dan di bumi merupakan milik Allah SWT untuk 

manusia. Oleh karena itu manusia harus memilikinya dengan cara 

yang baik dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Allah SWT 

telah melarang mengambil manfaat dengan cara yang tidak halal, 

sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. al-Baqarah ayat 188 : 

                       

              

        

Artinya : 

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (Depag, 2004:46). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa  Allah SWT melarang memakan 

harta dengan jalan yang bathil yaitu cara yang tidak halal dan dilarang 

oleh Allah SWT (Ibrahim, 2000:64). Memiliki harta ataupun 

memanfaatkan suatu harta harus sesuai dengan syariat Islam. 

Manusia dituntut untuk menghindarkan diri dari cara-cara yang 

dilarang oleh syariat Islam dalam memiliki ataupun memanfaatkan 

suatu harta. 
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Para ulama Fiqh membagi harta yang boleh dimiliki seseorang 

kepada tiga bentuk  yaitu : 

a. Harta yang boleh dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan 

seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan melalui 

sebab-sebab pemilikan yang empat, yang telah dipaparkan di atas. 

b. Harta yang sama sekali tidak boleh dijadikan milik pribadi, yaitu 

harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jalan 

raya, jembatan, banteng, taman-taman kota, dan museum umum. 

c. Harta yang hanya boleh dimiliki apabila ada dasar hukum yang 

membolehkannya, seperti harta wakaf yang biaya pemeliharaanya 

melebihi nilai harta itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini harta itu 

boleh dijual, atau dihibahkan, atau dijadikan milik pribadi (Haroen, 

2007:34). 

Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar 

dapat dibagi menjadi dua macam :  

1. Milk tam yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan 

manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan 

manfaatnya dapat dikuasai. 

2. Milk naqishah yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari 

benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau 

memiliki manfaatnya tanpa memiliki zatnya. Milk naqish yang 

berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milk 

raqabah, sedangkan milk naqish yang berupa penguasaan terhadap 

kegunaannya saja disebut milk manfaat atau hak guna pakai 

(Suhendi, 2014:40). 

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan milk al-manfaat. 

Sesuai dengan penjelasan di atas, seseorang boleh memiliki 

manfaatnya saja tanpa memiliki benda. Untuk mendapatkan milk al-

manfaat harus mendapat izin atau persetujuan terlebih dahulu dari si 
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pemilik harta. Apabila si pemilik harta tidak memberi izin maka tidak 

boleh mengambil manfaat dari harta tersebut.   

Berhubungan dengan penjelasan di atas ditemukan Suatu 

kejadian di Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir 

Selatan. Masyarakat di Nagari Lakitan khususnya Kampung Tarok dan 

Daratan Merantih memanfaatkan tanah yang bukan hak miliknya. 

Tanah tersebut berasal dari sungai yang telah mengering atau disebut 

juga dengan Sungai Mati1. 

Di Nagari Lakitan terdapat sebuah sungai dengan lebar kurang 

lebih 10-13 m. Sungai tersebut mempunyai aliran dari Kampung 

Lubuk Tanah dan bermuara ke Pasar Lakitan. Aliran sungai tersebut 

melewati Kampung Tarok dan Daratan Merantih. Sungai yang 

melewati Kampung Tarok dan Daratan Merantih  ini berbeda dari 

sungai kebanyakan. Perbedaannya ialah terletak pada keadaan dan 

kondisi sungai tersebut. Sungai yang melewati Kampung Tarok dan 

Daratan Merantih ini mempunyai dua aliran yaitu aliran sungai hidup 

dan aliran sungai mati. 

Adapun yang melatarbelakangi aliran sungai mati tersebut 

adalah  aliran airnya sudah dialihkan karena membahayakan jalan 

yang ada di tepi sungai. Jarak antara sungai mati dengan sungai hidup 

sekitar 10 m. Aliran sungai mati ini hanya pada titik-titik tertentu saja 

yaitu pada posisi-posisi yang akan membahayakan jalan. Di Tarok 

terdapat dua sungai mati. Sungai mati yang pertama pada tahun 1980, 

aliran airnya dialihkan karena membahayakan jalan yang ada di tepi 

sungai dengan panjang sekitar 200 m. Sungai mati yang kedua pada 

tahun 2007, aliran airnya dialihkan karena membahayakan jalan yang 

ada di tepi sungai dengan panjang sekitar 250 m.  

                                                 
1
 Sungai mati adalah sungai yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai sungai karena aliran 

airnya sudah dialihkan. 
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Adapun sungai  mati yang ada di Daratan Merantih juga pada 

titik-titik tertentu saja yaitu hanya pada posisi-posisi yang akan 

membahayakan jalan yang ada di tepi sungai. Latarbelakang matinya 

aliran sungai di Daratan Merantih ini karena faktor Alam, yaitu 

terjadinya banjir besar pada tahun 1999 yang menyebabkan 

terkikisnya jalan yang ada di tepi sungai. Itulah penyebab aliran 

sungai tersebut dialihkan pada tahun 2000 dengan panjang sekitar 

500 m. Jadi total panjang keseluruhan sungai mati dari Kampung 

Tarok sampai Daratan Merantih adalah 950 m.  

Sungai mati inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang 

mempunyai tanah di sekitar wilayah sungai karena sungai tersebut 

sudah kering sehingga tanahnya tampak kepermukaan. Tanah itulah 

yang dimanfaatkan dan dikuasai secara pribadi oleh masyarakat yang 

mempunyai tanah di sekitar sungai sehingga tanahnya jadi semakin 

luas karena mengambil sebagian dari wilayah sungai. Masyarakat itu 

menganggap tanah yang telah dikuasainya itu sebagai hak miliknya.  

Jumlah keseluruhan yang memanfaatkan sungai mati di Nagari 

Lakitan adalah 12 (dua belas) orang,  6 (enam) orang di Kampung 

Tarok dan 6 (enam) orang di Daratan Merantih. Mereka 

memanfaatkan sungai mati tersebut untuk keperluan yang berbeda-

beda dan dengan luas yang berbeda-beda pula. Ada yang 

memanfaatkan untuk menanam pohon sawit, sagu, pisang, dan nipah. 

Pemanfaatan sungai mati yang mereka lakukan juga berbeda-beda 

modelnnya, ada yang memagarinya dengan menggunakan wareng dan 

ada yang membiarkan saja terbuka dengan telah ditanami tanaman.  

Model yang paling banyak dilakukan adalah membiarkan saja terbuka 

dengan telah ditanami tanaman. 
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Berdasarkan pernyataan dari salah seorang masyarakat Nagari 

Lakitan yang menguasai lahan dari sungai mati tersebut yaitu sebagai 

berikut :  

Apak mamanfaatkan batang aia mati tu alah ado sekitar 7 
tahun, lebanyo sekitar 7 m, panjang nyo sekitar 20 m. Apak mananam 
sawit di sungai mati tu, mungkin banyak sawit apak di dalam lahan 
sungai mati tu sekitar 15 batang, kebetulan sapadan lo jo tanah apak 
(Asrul, wawancara : 2017). (Bapak memanfaatkan sungai mati itu 
sudah berlangsung sekitar 7 tahun, lebarnya sekitar 7 m, panjangnya 
sekitar 20 m. Bapak memanfaatkan sungai mati itu untuk menanam 
sawit, mungkin jumlah sawit bapak di dalam lahan sungai mati itu 
berjumlah sekitar 15 batang, kebetulan karena sejajar dengan tanah 
bapak). 

Kemudian juga dilakukan wawancara dengan masyarakat 

lainnya yang memanfaatkan  sungai mati tersebut, yang mana 

pernyataannya ialah sebagai berikut : “Mancaliak urang-urang 

mamanfaatkan batang aia mati tu, jadi etek ikuik lo mamanfaatkan 

batang aia mati yang ado dakek tanah etek, jadikan bisa lo menambah 

penghasilan” (Asni, wawancara : 2017) (Melihat orang-orang 

memanfaatkan sungai mati itu jadi saya juga ikut memanfaatkan 

sungai mati yang berdekatan dengan tanah saya, jadi bisa pula 

menambah penghasilan). 

Jadi berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 

masyarakat Nagari Lakitan yang memanfaatkan sungai mati tersebut, 

dapat diketahui bahwa alasan mereka memanfaatkan sungai mati 

tersebut karena berdekatan dengan tanahnya di samping itu juga 

karena mengikuti orang lain yang sudah lebih dahulu memanfaatkan 

sungai mati tersebut. Rata-rata mereka memanfaatkan sungai mati 

tersebut untuk menanam pohon sawit dan sagu. Sungai mati yang 

mereka manfaatkan berbeda-beda luasnya. Pemanfaatan sungai mati 

yang paling luas adalah dengan lebar 10 m dan panjang 20 m dan yang 

paling kecil adalah dengan lebar 2 m dan panjang 5 m. Waktu 
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pemanfaatan sungai mati tersebut juga berbeda-beda lamanya. 

Pemanfaatan sungai mati yang paling lama sudah berlangsung 13 

tahun. 

Terkait dengan tanggapan masyarakat terhadap pemanfaatan 

sungai mati yang dilakukan oleh orang-orang yang punya tanah di 

sekitar wilayah sungai, dilakukan wawancara dengan beberapa orang 

masyarakat Nagari Lakitan seperti berikut : 

Emang seharusnyo urang yang punyo tanah di sekitar lokasi 
batang aia tu lah yang labiah berhak mamanfaatkan batang aia mati 
tu, sapanjang ko lai ndak ado kecemburuan doh, lagian ndak ado 
paralu cemburu lo doh (Arni, wawancara : 2017). (Sudah selayaknya 
orang yang punya tanah di sekitar sungailah yang lebih berhak 
memanfaatkan sungai mati tersebut. Sejauh ini tidak ada 
kecemburuan yang ditimbulkan atas pemanfaatan sungai  mati 
tersebut, lagipula tidak ada gunanya cemburu).  

Kemudian juga dilakukan wawancara dengan kepala 

pemerintah setempat yaitu kepala kampung Daratan Merantih terkait 

dengan tanggapannya terhadap pemanfaatan sungai mati 

sebagaimana pernyataannya seperti berikut :  

Sampai kini masyarakat yang mamanfaatkan lahan dari batang 
aia mati tu surangpun ndak ado yang mamintak izin samo kapalo 
kampuang doh. Kalaupun masyarakat tu mamanfaatkan batang aia 
mati tu inyo Cuma punyo hak pakai nyo, ndak hak milik pribadi do (Jaiz, 
wawancara : 2017).  
(Sampai sekarang masyarakat yang memanfaatkan lahan dari sungai 
mati itu tidak ada satu orangpun yang meminta izin terlebih dahulu 
kepada kepala kampung. Kalaupun mereka memanfaatkan sungai 
mati tersebut mereka hanya punya hak pakai, bukan hak milik 
pribadi). 

Berdasarkan uraian di atas, masalah ini menarik untuk diteliti 

dan dituangkan ke dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sungai Mati 

(Studi Kasus di Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten 

Pesisir Selatan)” 



10 

 

 

1.2. Rumusan Dan Batasan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas  

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan 

sungai mati ? 

1.2.2 Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, 

penelitian ini dibatasi hanya mengambil dua kampung yang 

ada di Nagari Lakitan, yaitu  sungai mati yang ada di Tarok dan 

sungai mati yang ada di Daratan Merantih. Pembahasan 

penelitian ini dibatasi hanya melihat hukum pemanfaatan 

sungai mati dari sudut pandang hukum Islam. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1. Apakah faktor yang melatarbelakangi pemanfaatan sungai mati 

oleh masyarakat Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang 

Kabupaten Pesisir Selatan ? 

1.3.2. Bagaimanakah proses pemanfaatan sungai mati oleh 

masyarakat Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten 

Pesisir Selatan ? 

1.3.3. Bagaimanakah tanggapan masyarakat Nagari Lakitan 

Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap 

pemanfaatan sungai mati ? 

1.3.4. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan 

sungai mati ? 
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1.4. Signifikasi Penelitian 

1.4.1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk masyarakat agar 

mengetahui tatacara kepemilikan dan pemanfaatan harta 

dalam Islam. 

1.4.2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk aparat pertanahan dan 

tata ruang. 

1.4.3. Sebagai pedoman dan sumbangan ilmu pengetahuan bagi tokoh 

masyarakat tentang tata cara kepemilikan dan pemanfaatan 

harta dalam Islam. 

1.5. Studi Literatur 

Dalam penelitian ini perlu dilakukan studi kepustakaan dengan 

cara menelaah karya tulis ilmiah yang sudah pernah membahas 

tentang kepemilikan dan pemanfaatan harta. Karya ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang ditulis oleh Indera Putra NIM: 310.18  dengan 

pembahasan penulis “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemberian 

Batas Danau Untuk Dikuasai Secara Pribadi  (Studi Kasus Di Nagari 

Kampung Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)”. Dalam 

penelitian  ini yang menjadi rumusan masalah ialah bagaimanakah 

tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian batas danau untuk 

dikuasai secara pribadi. Dari hasil penelitiannya dapat ambil 

kesimpulan bahwa memberikan batas danau untuk dijadikan hak 

milik pribadi tidak dibenarkan secara syara’ karena pada prinsipnya 

danau bawah adalah kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan bersama-

sama. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama harus 

dimiliki secara bersama-sama pula. 

Selanjutnya karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh 

Muhammad Danil NIM: 309.119 Dengan Judul “Pemanfaatan Tanah 

Perbatasan (Tanah Rajo) Di kenagarian Canduang Koto Laweh 

Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Menurut Fiqh Muamalah”. 

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
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pandangan Fiqh Muamalah terhadap pemanfaatan tanah perbatasan. 

Dari hasil penelitianya dapat diambil kesimpulan bahwa tanah rajo 

tidak dapat disamakan dengan tanah mati yang dikemukakan oleh ahli 

Fiqh, sebab tanah perbatasan kepemilikannya sudah jelas berada di 

tangan ulayat Nagari Canduang Koto Laweh sehingga tidak dapat 

dimiliki ketika telah dimanfaatkan. 

Selanjutnya karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh 

Eri Putra, NIM: 311.267. Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pemanfaatan Tanah Yang Diperselisihkan (Studi Kasus Di 

Sapan Salak Kenagarian Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik 

Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan). Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

pemanfaatan tanah yang diperselisihkan. Dari hasil penelitiannya 

dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan hukum Islam terhadap 

perselisihan atas tanah di Sapan Salak Pakan Rabaa Timur Kecamatan 

Koto Parik Gadang Di ateh Kabupaten Solok Selatan adalah haram. Hal 

ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa “ tidak 

boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab yang 

dibenarkan oleh Syara’ ” dan jika dilihat dari segi hukum maka tanah 

ini secara legal adalah milik pemerintah Indonesia dan bagi seseorang 

yang ingin mengelolanya harus mendapat izin dari pemerintah selaku 

pemilik yang sah. 

Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis dalam bentuk 

karya ilmiah di atas maka dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah yang 

akan di bahas berbeda dengan karya ilmiah yang telah dibahas oleh 

orang lain. Baik objek, waktu maupun lokasinya berbeda dari 

penelitian yang sudah pernah dibahas oleh orang lain. Pada penelitian 

ini akan dibahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

pemanfaatan sungai mati. 
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1.6. Kerangka Teori  

Landasan teori yang digunakan adalah konsep kepemilikan (al-

milk). Al-milk didefefnisikan oleh Muhammad Abu Zahrah 

sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan 

dan Sapiudin Shidiq adalah  pengkhususan seseorang terhadap 

pemilik sesuatu benda menurut syara’ untuk bertindak secara bebas 

dan bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada 

penghalang yang bersifat syara’ (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq, 2012:47). 

Para ulama fiqh membagi harta yang boleh dimiliki seseorang 

kepada tiga bentuk, yaitu : 

d. Harta yang boleh dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan 

seseorang secara khusus. Misalnya milik yang dihasilkan melalui 

sebab-sebab pemilikan yang empat. 

e. Harta yang sama sekali tidak boleh dijadikan milik pribadi, yaitu 

harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jalan 

raya, jembatan, banteng, taman-taman kota, dan museum umum. 

f. Harta yang hanya boleh dimiliki apabila ada dasar hukum yang 

membolehkannya, seperti harta wakaf yang biaya pemeliharaanya 

melebihi nilai harta itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini harta itu 

boleh dijual, atau dihibahkan, atau dijadikan milik pribadi. 

(Haroen, 2007:34) 

Tentang al-milk juga diatur dalam Al-Qur’an Surah Thahaa ayat 

6 yaitu : 

                     

     
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Artinya :  

Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, 
semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah 
(Depag, 2004:312).  

Allah SWT telah melarang mengambil manfaat dari suatu harta 

dengan cara yang tidak halal sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. 

al-Baqarah : 188 

                       

              

        

Artinya :  

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Depag, 2004:46). 

Milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar 

dapat dibagi menjadi dua macam :  

3. Milk tam yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan 

manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan 

manfaatnya dapat dikuasai. 

4. Milk naqishah yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari 

benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau 

memiliki manfaatnya tanpa memiliki zatnya. Milk naqish yang 

berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milk 

raqabah, sedangkan milk naqish yang berupa penguasaan terhadap 
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kegunaannya saja disebut milk manfaat atau hak guna pakai 

(Suhendi, 2014:40). 

Selanjutnya digunakan kerangka teori istishlah (maslahah 

mursalah). Pengertian maslahah secara bahasa berarti perbuatan-

perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya 

yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi 

manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti 

menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak 

atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. 

Dengan demikian maslahah itu mengandung dua sisi yaitu menarik 

atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan 

kemudharatan.  

Pengertian maslahah mursalah menurut Muhammad Abu 

Zahrah sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin adalah : 

maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada 

petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau 

penolakannya (Syarifuddin, 2008:345-456). Dalam artinya yaitu 

bahwa dalam menetapkan hukum terhadap suatu kasus tertentu 

dengan melihat kepada kemaslahatannya. Hal itu karena tidak adanya 

dalil nash yang mengatur hukumnya, tidak terdapat dalam ijma’ dan 

tidak bisa pula diqiyaskan.   

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dilakukan penelitian 

lapangan (field research). Dengan melakukan wawancara dan 

pengamatan langsung ke tempat lokasi penelitian. Data yang 

diharapkan dari penelitian ini ialah data mengenai pemanfaatan 
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sungai mati yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Lakitan 

Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.  

1.7.2. Informan Penelitian 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 

masyarakat Kampung Tarok dan Daratan Merantih. Baik yang 

memanfaatkan sungai mati ataupun yang tidak ikut memanfaatkan 

sungai mati. Selain itu juga tokoh masyarakat yaitu kepala kampung 

Tarok, kepala kampung Daratan Merantih dan tokoh adat. Informan 

penelitian dipilih dengan menggunakan teknik snowball sampling 

yaitu menentukan satu atau beberapa orang responden, melalui 

responden tersebut ditelusuri responden lainnya (Adi, 2004:112).  

1.8. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah : 

1.8.1 Wawancara  

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan 

secara bebas dan mempertanyakan apa saja yang  dianggap perlu 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan data 

tentang latar belakang pemanfaatan terhadap sungai mati dilakukan 

wawancara dengan masyarakat kampung Tarok dan Daratan 

Merantih yang memanfaatkan sungai mati tersebut. Untuk 

mendapatkan data tentang proses pemanfaatan sungai mati juga 

dilakukan wawancara dengan masyarakat yang memanfaatkan sungai 

mati tersebut, yaitu masyarakat kampung Tarok dan Daratan 

Merantih. Untuk memperoleh data terkait dengan tanggapan 

masyarakat terhadap pemanfaatan sungai mati yang dilakukan oleh 
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orang-orang yang punya tanah di sekitar wilayah sungai dilakukan 

wawancara dengan masyarakat lainnya yang tidak ikut memanfaatkan 

sungai mati dan juga dengan tokoh masyarakat yaitu kepala kampung 

Tarok, kepala kampung Daratan Merantih dan tokoh Agama. 

1.8.2 Observasi  

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang  

dibutuhkan dengan cara melakukan pengamatan ke lokasi yang 

menjadi objek penelitian. Pada teknik ini dilakukan pengamatan 

terkait dengan pemanfaatan sungai mati yang dilakukan oleh 

masyarakat Nagari Lakitan. Pengamatan dilakukan dengan cara 

melihat dan mengamati bagaimana masyarakat memanfaatkan sungai 

mati tersebut, berapa luas sungai yang dimanfaatkan dan untuk apa 

dimanfaatkan. 

1.9. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif. Yaitu dengan mengumpulkan semua data di lapangan 

selanjutnya dilakukan pengolahan data, dianalisis dan kemudian 

ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis. Pada analisis deskriptif 

kualitatif ini berupaya mengungkapkan fakta-fakta tentang 

pemanfaatan sungai mati yang ada di Nagari Lakitan. 

Adapun metode Istinbat Hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan merujuk kepada Al-Qur’an dan Hadis. 

Apabila tidak ditemukan dalil-dalil nash yang qhat’i yang berkaitan 

dengan masalah ini maka digunakan metode  ijma’ yaitu kesepakatan 

semua mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas 

hukum syar’i atas suatu kasus. 
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Jika tidak ada maka akan digunakan metode istishlahi 

(maslahah mursalah). Metode istishlahi yang dimaksudkan adalah 

format analisis dalam ilmu Ushul Fiqh yang menekankan pada kajian 

kemaslahatan dengan berpegang kepada prinsip-prinsip umum nash. 

Akan dilihat kemaslahatan yang terkandung dalam pelaksanaan 

pemanfaatan sungai mati di Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang 

Kabupaten Pesisir Selatan dan dilihat kemudharatan yang 

ditimbulkannya. Kemudian dilihat mana yang lebih besar, apakah 

kemaslahatannya atau malah kemudharatannya. 

 

 


